BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkanpenjabaran dari bab 1l dan bab Il diatas maka dapat
disimpukan sebagai berikut:

1. Permasalahan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan
putusan Nomor: 34/PUXI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengajuan peninjauan kembali dalam perkara
pidana, menunjukkan bahwa adanya ketidaksamaan pendapat dari
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dalam menyelesaikan suatu
permasalahan hukum yang terjadi terutama di permohonara ungyim
peninjauan kembali.

SEMA seharusnya ada dibawah Putusan Mahkafeaistitusikarena
bukan merupakan produk hukum sehingga upaya hukum peninjauan,
kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, selama persyaratan yang
tercantum dalam peraturan perunglamdangan ataupun putusan
Mahkamah Konstitusi terpenuhi.

2. Peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Mary Jane Fiesta Veloso
ditolak karena novum dianggap tidak berkualitas oleh Pengadilan Negeri
Sleman. Oleh karena itu dalam mengajukan permohonan aeam|

kembali terpidana harus berdasarkan novum yang berkualitas
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B. Saran

1. Untuk masa yang akan datang, hendaklah para penegak hukum di
Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki suatu pandangan dan
pendapat yang disamakan dalam menghadapi permasalahan
pemasalahan hukum yang terjadi, agar tidak ada lagi suatu hal yang
berbeda dalam pendapat maupu pandangan antara satu institusi dengan
institusi lainnya, agar kesatuan hukum akan tercipta. Dalam hal untuk
merumuskan keputusd&eputusan hukum harus diputas secara
tepat, sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan masalah di masa
yang akan datang.

Harus ada kejelasan untuk hierarki peraturan pengaidadangan
terutama untuk SEMAKejelasan tersebutalnus dapat dipahami oleh
Ketua Mahkamah Agung dgajaranya. Sehingga terdapat kepastian
hukum bagi para pencari keadilan.

2. Upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan jika kuasa/terpidana
benarbenar mengajukan bukti bara () sebagai kebenaran formil
dan materiil serta tidak hanya memanfaatkan greju pengajuan

peninjauan kembali yang dapat lebih dari satu kali.
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